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A B S T R A K 
 
Salah satu jenis fasilitas kredit yang saat ini banyak digunakan oleh para 
pelaku usaha adalah bank garansi atau garansi bank. Bentuk perjanjian bank 
garansi ada 3 (tiga) macam yaitu: garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan 
oleh bank, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya seperti 
aval dan endosemen dengan hak regres, yang ketiga terjadi karena perjanjian 
bersyarat. Isi dari perjanjian bank garansi yaitu memuat tentang syarat-syarat 
minimum penerbitan bank garansi dan juga memuat jenis-jenis transaksi antara 
pihak yang dijamin (nasabah bank) dengan pihak penerima jaminan                     
(beneficiary atau bouwheer). Apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) 
melakukan cedera jani (wanprestasi), maka setelah pihak yang menerima jaminan 
(beneficiary atau bouwheer) mengajukan klaim kepada pihak bank, selanjutnya 
pihak bank akan melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Dalam hal terjadinya 
tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus tetap 
memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek.  
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One of credit facilities type that commonly used by the enterpreneur is bank 
guarantee. Bank guarantee has 3 (three) kind: guarantee in a letter form published 
by bank, guarantee which is signed for the second time and so on like aval and 
endosemen withbregress rights, and also other guarantee that formed as the effect 
of a conditional agreement. The substance of bank guarantee consist of the 
minimum requirements for the bank guarantee to be issued, and also contains 
types of the transactions between guaranteed parties and the beneficiary. If the 
guaranteed parties does a default, then after the beneficiary claim to the bank, 
bank will do a payment to the related claim. In case claim does happened, it is a 
must to pay an attention to Article 1400 and 1401 of Burgerlijk Wetboek.  
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1. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dalam penanganan bagi 
pihak yang menerima jaminan bilamana wanprestasi mengingat 
pentingnya pemberian bank garansi dan persolannya yang berdampak 
kepada pihak penjamin, maka disarankan agar pihak bank selaku 
pemberi fasilitas bank garansi selama ini masih menggunakan 
ketentuan dan atau pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan 
pemberian bank garansi, baik ketentuan yang terdapat dalam Undang 
Undang Perbankan tidfak mengaturnya, dan sementara masih 
menggunakan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 
Wetboek), adapun ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian 
bank garansi hanya sebagai pelengkap semata. Oleh karenanya untuk 
jaminan lawan agar diterbitkan peraturan  yang mengikat sebagai 
perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak bank dalam 


















Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2008 Hukum Bisnis Untuk 
Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta..   
 
Adrian Sutedi, 2012 Hukum Hak Tanggungan,, Sinar Grafika, Jakarta. 
 
Amiruddin dan Asikin Zainal. 2004 Pengantar Metode Peneltian Hukum, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta. 
 
Cholid Nabuko dan H. Abu Achmad, 2002 Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, 
Jakarta. 
 
Djumhana, M. 1996 Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 
Muhammad Djumhana, 2003 Hukum Perbankan di Indonesia, Citra 
AdityaBakti, Bandung. 
 
M. Bahsan, 2015 Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 
Raja Grafindo Persada, Jakarta. 
Peter Mahmud Marzuki, 2007 Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta. 
 
Soetarno.  1986 Ensiklopedia Ekonomi, Efhar Offset, Semarang. 
 
Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, 2005 Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. 
 
Hartono Hadi Soeprapto, 1984 Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum 








Oey Hoey Tiong. 1984 Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan, 
Ghalia Indonesia, Jakarta. 
 
Ridwan Widyadharma, Ignatius. 1995 Hukum Perbankan, Universitas 
Diponegoro, Semarang. 
 
Ridwan Widyadharma, Ignatius. 1997 Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Badan 
Penerbit : Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
Ronny Hanityo Soemitro, 1985 Studi Hukum dan Masyarakat, Penerbit Alumni , 
Bandung. 
 
Rachmad Firdus,  Maya Ariyanti, 2011 Manajemen Perkreditan Bank Umum, 
Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis 
Kredit, Alfabeta,, Bandung. 
 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001 Hukum Jaminan di Indonesia 
PokokPokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty 
Offset, Yogyakarta. 
 
Subekti, 2001 Hukum Perjanjian, Cetakan 18, Intermasa, Jakarta.  
 
Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1996 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Pradnya Paramita, Jakarta. 
 
Suyatno, Thomas. 1987 Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta. 
 
Soekanto, Soerjono. 1985 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 








Soleman b. Taneko, 1993 Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, 
Rajawali Pers, Jakarta. 
 
Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2010 Penelitian Hukum Normatif, Suatu 
Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta. 
Sutarno, 2009 Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung. 
 
Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, 2003 Kelembagaan Perbankan, 
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 
 
Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, 2006 Bank dan Lembaga Keuangan 
Lain, Salemba Empat, Jakarta. 
  
Widjanarko, 1995 Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Intermasa, 
Jakarta. 
 
PERUNDANG – UNDANGAN  
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  
 
Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan  
 
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23 / 88 / KEP / DIR, tanggal 18 
Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.  
 
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23 / 7 / UKU Tanggal 18 Maret 1991 








Agung Wijaya, Penyelesaian Kredit Bermasalaha Pada PT. Bank Perkreditan 
Rakyat XYZ di Depok,
 
 Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Universitas Indonesia, 2011 
 
Koko Prawira Butar-Butar,Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Fungsi 
Intermediasi Perbankan di Sumatera Utara,Tesis,Program Studi 
Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011. 
 
Hendy Herijanto, Pemberian Kredit Perbankan Ditinjau Pada Kasus Kredit 
Bank Mandiri, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas 
Trisakti, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
